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Transkrip hasil wawancara kepada narasumber :

1. Apakah ada kekhususan dari pemungutan pajak atas pelaku usaha
online?
Tidak ada kekhususan atas pengusaha online. Jadi, dipersamakan
dengan pengusaha konvensional lainnya. Ketika melaporkan
usahanya, beberapa dari pengusaha memang ada yang menyebut
kalau usaha mereka bergerak secara online. Tetapi, DJP tidak
membedakan perlakuan perpajakan atas mereka dengan pengusaha
konvensional lainnya. Mereka harus memenuhi ketentuan PKP, yaitu
diatas 4,8 M per tahun.

2. Bagaimana peluang memungut pajak dari pelaku usaha yang
bergerak di sektor e-Commerce?
Cukup besar. Tapi regulasi yang sudah ada mempersamakan
perlakuan PPN atas transaksi e-Commerce dengan transaksi
konvensional. Terlebih e-Commerce sedang populer. Banyak toko
online bermunculan baik yang punya website atau yang melalui
social media. Sekarang saja sudah digencarkan penggunaan e-money
agar mempermudah pembayarannya

3. Hambatan apa saja yang didapat oleh fiskus dalam memungut PPN,
khususnya dari pelaku usaha online?
Sama dengan hambatan kepada pelaku usaha konvensional, yaitu
susahnya mengawasi para pelaku usaha tersebut dan masih banyak

yang belum melaporkan usahanya. Terlebih untuk e-Commerce,
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pengawasannya lebih sulit karena bergerak secara online melalui
dunia maya. DJP belum memiliki sistem pengawasan yang cukup
baik untuk mengawasi transaksi di internet.

4. Apa saja insentif yang pernah diupayakan oleh DJP dalam menarik
para pelaku usaha online agar mau membayar pajak untuk
meningkatkan penerimaan Negara?

Kemarin baru dilaksanakan Amnesti Pajak. Program ini
dilaksanakan untuk menarik para startup e-Commerce agar mau
melaporkan usahanya. Mereka diberi insentif Pajak Penghasilan
yang dibayarkan hanya 1% (satu persen). Untuk PPN sendiri belum
ada insentifnya karena harus memenuhi ketentuan PMK

197/PMK.03/2013. agar dikukuhkan menjadi PKP.
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